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Tujuan penelitian ini adalah untuk; 1) mengetahui keabsahan jual beli tanah 
dengan Akta dibawah tangan di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. 2) 
mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam jual beli tanah dengan Akta 
dibawah tangan. 3) mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat 
melakukan jual beli dengan akta di bawah tangan 
Dalam menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan pendekatan 
yuridis empiris dan yuridis normatif. Penelitian yang menggunakan pendekatan 
yuridis empiris berarti penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang terjadi di 
lapangan. Sedangkan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif 
berarti mengkaji tentang perundang-undangan dengan teori-teori hukum mengenai 
permasalahan yang dibahas. Selanjutnya, teknik pengolaan data dilakukan dengan 
tahapan, yaitu : secara primer maupun sekunder dan dianalisis secara mendalam. Lalu 
diajukan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan 
permasalahan dengan penyelesaiannya yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Masyarakat Kecamatan Tellulimpoe 
termasuk masyarakat yang masih menggunakan aturan hukum adat yang berlaku. Hal 
ini bisa dilihat dari cara hidup masyarakatnya yang masih melakukan praktek jual beli 
tanah dengan akta di bawah tangan, , jual beli tanah di bawah tangan belum/tidak 
dianggap sah karena tidak merupakan perbuatan hukum. Adapun perlindungan 
hukum bagi para pihak yang melakukan jual beli tanah di bawah tangan yaitu apabila 
kedua belah pihak mengakui adanya perjanjian jual beli dengan akta di bawah tangan, 
maka hal tersebut dinggap sah dan apabila salah satu pihak menyangkal maka 
kembali ke PP yang berlaku sepanjang tidak ada bukti lain. Faktor penyebab 
masyarakat melakukan jual beli dengan akta di bawah tangan karena terbilang cepat, 
mudah dan tidak memerlukan biaya yang banyak. 
 Implikasi penelitian ini adalah : 1) Diharapkan kesadaran dari masyarakat 
untuk tidak melakukan jual beli tanah dengan akta di bawah tangan, karena pada 
akhirnya akan merugikan para pihak. 2) Bagi masyarakat yang belum memiliki 
sertifikat tanah, jika sudah memiliki biaya segera mendaftarkan tanahnya untuk 
memperoleh sertifikat. Di mana sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan tanah yang 
sah. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 
Pendaftaran Tanah. 3) Penyuluhan-penyuluhan secara intensif dari pemerintah kepada 






A. Latar Belakang Masalah 
Sejak bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 
Agustus 1945, maka mulai sejak saat itu merupakan titik awal bagi perkembangan 
politik hukum bangsa Indonesia. Dengan telah dinyatakan kemerdekaan bangsa 
Indonesia, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 pemerintah negara Indonesia 
membentuk Undang-Undang Dasar Negara sebagai dasar konstitusional pelaksanaan 
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara diberbagai bidang 
kehidupan, termasuk di dalamnya titik awal pembangunan hukum nasional kita.  
Persoalan agraria adalah persoalan yang memerlukan perhatian dan 
pengaturan yang khusus, jelas dan sesegera mungkin. Oleh karenanya maka dalam 
UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) menentukan sebagai berikut: “bumi, air dan kekayaan 
alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat”. Ketentuan ini menjadi landasan dasar bagi pemerintah 
Indonesia untuk membentuk berbagai peraturan perundang-undangan dibidang 
pertanahan/agraria. 
Ketentuan Pasal 33 ayat (3) bersifat imperatif, yaitu mengandung perintah 
kepada negara agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya, yang diletakkan dalam penguasaan negara itu digunakan untuk 
mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, 









Tanah sebagai bagian permukaan bumi, mempunyai arti yang sangat penting 
dalam kehidupan manusia, baik sebagai tempat atau ruang kehidupan dengan segala 
kegiatannya, sebagai sumber kehidupan, bahkan sebagai suatu bangsa tanah 
merupakan unsur wilayah dalam kedaulatan negara. Oleh karena itu tanah bagi 
bangsa Indonesia mempunyai hubungan abadi dan bersifat magic religius, yang harus 
dijaga, dikelola, dan dimanfaatkan dengan baik. 
Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia tanah telah menjadi salah satu 
bagian dari pembangunan hukum yang menarik. Hal ini terutama karena sumberdaya 
tanah langsung menyentuh kebutuhan hidup dan kehidupan manusia dalam segala 
lapisan masyarakat, baik sebagai individu, anggota masyarakat dan sebagai suatu 
bangsa. 
Dalam konsepsi agama Islam dinyatakan bahwa tanah adalah unsur 
pembentuk utama manusia. Pada perkembangannya tanah membiasi banyak fungsi 
dan kegunaannya baik itu fungsi sosial, ekonomi agama dan politik.
2
 
Demikian pentingnya tanah sehingga Jean Jacques menempatkan aspek 
kepemilikan tanah rakyat sebagai bagian dari teori kontrak sosial (social contract). 
Dalam menentukan hak atas sebidang tanah, siapa penghuni pertama menjadi faktor 
yang menentukan. Secara hukum, kedudukan penghuni pertama diakui menjadi 
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pemilik jika memenuhi beberapa persyaratan berikut. Pertama, tidak ada seorang pun 
yang menempati tanah tersebut sebelumnya. Kedua, tanah tersebut dikuasai hanya 
sekadar memenuhi kebutuhan hidupnya dan bukan untuk komuditas. Ketiga proses 
pemilikan tidak ditentukan oleh sekedar upacara ritual, melainkan terdapat bukti atas 
kepemilikan yang wajib dihormati oleh orang lain. Kepemilikan tanah merupakan 
sebuah hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum internasional maupun hukum 
nasional. 
Adapun kepemilikan tanah dapat dialihkan kepada orang lain. Peralihan hak 
atas tanah dapat melalui, jual beli, tukar menukar, hibah ataupun karena pewarisan. 
Dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria ditentukan bahwa: “jual beli, penukaran, penghibahan, 
pemberian, dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk 
pemindahan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah. 
Dalam hal ini difokuskan kepada jual beli tanah, dimana dalam KUHPerdata 
Tentang Jual Beli Pasal 1457 menjelaskan: “jual beli adalah suatu perjanjian, dengan 
mana pihak yang ada menikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan 
pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.3 
Dalam jual beli senantiasa terdapat dua sisi hukum perdata, yaitu hukum 
kebendaan dan hukum perikatan. Dikatakan demikian karena pada sisi hukum 
kebendaan, jual beli melahirkan hak bagi kedua belah pihak atas tagihan, yang berupa 
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penyerahan kebendaan pada satu pihak dan pembayaran harga jual pada pihak 
lainnya. Sedangkan dari sisi perikatan, jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian 
yang melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh 
penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. 
Lembaga jual beli tanah telah disempurnakan tanpa mengubah hakikatnya 
sebagai pemindahan hak atas tanah untuk selama-lamanya yang bersifat tunai dan 
terang. Hanya saja pengertian “terang” sekarang ini adalah jual beli dilakukan 
menurut peraturan tertulis yang berlaku, harus dibuktikan dengan suatu akta yang 
dibuat oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan setelah akta tersebut 
ditandatangani oleh para pihak maka harus didaftarkan. Sedangkan “tunai” 
maksudnya adalah pemindahan hak dan pembayaran harganya dilakukan secara 
serentak. Dengan tidak adanya peraturan yang secara tegas mengatur khusus 
mengenai jual beli tanah ini tentunya akan timbul banyak penafsiran yang berbeda-
beda mengenai lembaga hukum jual beli tanah. 
Jual beli tanah yang semula cukup dilakukan dihadapan kepala desa dan 
sekarang oleh peraturan agraria harus di hadapan PPAT adalah suatu perubahan yang 
bertujuan untuk meningkatkan mutu alat bukti yang dilakukan menurut hukum adat 
yang masyarakatnya terbatas lingkup personal dan teritorialnya yaitu cukup dibuatkan 
surat oleh penjual sendiri dan diketahui oleh pemerintah negeri/kepala desa.  
Dalam prakteknya jual beli tanah tentu tidak selamanya dapat berjalan dengan 
lancar, ada kalanya timbul hal-hal yang sebenarnya di luar dugaan, dan biasanya 





tidak dapat dipungkiri adanya celah-celah kelemahan yang suatu hari jika terjadi 
sengketa menjadi celah-celah untuk dijadikan alasan-alasan dan pembelaan diri dan 
pihak yang akan membatalkan, bahkan mencari keuntungan sendiri dari perjanjian 
tersebut.  
Perlindungan hukum bagi korban kasus-kasus pertanahan akibat 
penyalahgunaan kekuasaan dapat dilakukan secara civil liability 
(pertanggungjawaban perdata), kepada pihak yang dirugikan(korban) untuk 
menuntut agar yang menjadi haknya dapat dibayar kembali.  Di samping itu 
juga dapat dilakukan perlindungan hukum secara criminal liability 
(pertanggungjawaban pidana). Pertanggungjawaban ini dapat dilakukan 
dengan menerapkan penal (hukuman) dan non-penal (tidak dengan hukuman), 
misalnya dengan menerapkan pasal 14c Kitab Undang-Undang Hukum 




Namun meskipun adanya penerapan perlindungan hukum bagi korban kasus-
kasus pertanahan tersebut, tetapi tidak bisa dipungkiri masih sangat banyak 
terjadi di Indonesia kasus-kasus pertanahan semacamnya,sampai dengan bulan 
september 2013 jumlah kasus pertanahan mencapai 4.223 kasus yang terdiri 
dari sisa kasus tahun 2012 sebanyak 1.888 kasus dan kasus baru sebanyak 
2.335 kasus. Jumlah kasus yang telah selesai mencapai 2.014 kasus atau 47% 
yang tersebar 33 Propinsi seluruh Indonesia dari jumlah transaksi jual beli 
nasional yang memiliki jumlah tertinggi pada tahun 2013 yaitu 1.109.104 ribu 
transaksi jual beli, dan terakhir pada tahun 2016 transaksijual beli nasional 
masih berada di grafik terendah yaitu kurang 250 ribu transaksi,.
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Begitupun di kecamatan Tellulimpoe kabupaten Sinjai, jual beli tanah 
merupakan kegiatan transaksi yamg lumrah dilakukan oleh masyarakat, namun di 
balik semua kegiatan transaksi itu sangat banyak kendala ataupun kasus yang bisa di 
dapatkan, dikarenakan masih sangat banyak oknum masyarakat yang melakukan jual 
                                                          
4
Bernhard Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, (Jakarta Selatan: Margaretha 
Pustaka, 2015) h.14 
5
Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional www.bpn.go.id  diakses 11 





beli dengan tidak jujur dan merugikan pihak lain, misalnya jual beli dengan akta di 
bawah tangan, di mana dari hasil prapenelitian penulis menunjukkan bahwa hanya  ± 
30 % masyarakat menggunakan akta otentik, serta masih sangat kurangnya kesadaran 
masyarakat akan hukum itu sendiri, sehingga mereka berbuat semaunya, melakukan 
praktek jual beli tanah tanpa memperhatikan aturan yang ada. oleh karena itu, kasus-
kasus pertanahan semakin merajalela khususnya terkait jual beli tanah. Namun 
berdasarkan uraian di atas, secara teoritis dan yuridis upaya penanggulangan serta 
pemberian sanksi baik berupa hukuman maupun tidak berupa hukuman masih 
diberlakukan terhadap oknum-oknum yang menyebabkan kerugian dalam kasus-
kasus pertanahan. 
Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, Maka penulis 
mengangkat hal tersebut sebagai bahan penulisan hukum dengan judul: Tinjauan 
Hukum Terhadap Jual Beli Tanah Di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai 
B. Fokus Penelitian dan Dekskripsi Fokus 
Berdasarkan Latar Belakang di atas maka penulis mengambil beberapa pointer 
focus penelitian sebagai berikut: 
1. Keabsahan Jual Beli Tanah dengan akta di bawah tangan di Kecamatan 
Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. 
2. Perlindungan hokum bagi para pihak dalam jual beli tanah dengan akta di bawah 
tangan. 
3. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan jual beli tanah dengan 





Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami Fokus Penelitian 
kedepannya, terlebih dahulu penulis mendeskripsikan Fokus Penelitian sebagai 
berikut: 
Jual beli menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang jual beli 
Pasal 1457 adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan 
dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain membayar harga 
yang telah dijanjikan. Sedangkan jual beli tanah yang dijelaskan dalam hukum adat 
adalah perbuatan pemindahan hak yang sifatnya tunai, riil, dan terang.  
Dalam pelaksanaan jual beli tanah hendaknya menggunakan akta otentik yang 
telah ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang atau Notaris, namun dalam 
prakteknya masih banyak pelaksanan jual beli tanah yang dilaksanakan dengan akta 
di bawah tangan, yaitu akta yang dibuat tidak di depan pejabat yang berwenang atau 
notaries. Dan hal inilah yang menjadi kontrofersi di berbagai kalangan karena jual 
beli tanah dengan akta di bawah tangan masih diragukan keabsahannya oleh sebagian 
besar kalangan masyarakat. 
C. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian 
yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang mempunyai 
keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan maupun dari beberapa buku yang 
di mana di dalamnya terdapat pandangan dari beberapa ahli: 
1. Adrian Sutedi dalam bukunya yang berjudul Peralihan Hak atas Tanah dan 





dan kendala-kendalanya, juga menjelaskan jual beli tanah menurut hukum adat 
ataupun menurut UUPA. 
2. Urip santoso dalam bukunya yang berjudul Hukum Agraria. Membahas 
keseluruhan hukum agrarian itu sendiri. 
3. Skripsi oleh Novianti yang berjudul perjanjian hukum bagi para pihak yang 
melakukan jula beli tanah, dalam skripsi tersebut membahas perlindungan hokum 
bagi kedua belah pihak bagi penjual maupun pihak pembeli dalam perjanjian jula 
beli. 
D. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah atau sering di istilahkan problematika merupakan bagian 
yang paling penting yang harus ada dalam penulisan suatu karya ilmiah. Dengan 
adanya permasalahan yang jelas, maka proses pemecahannya pun akan terarah dan 
terpusat pada permasalahan tersebut. 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis merumuskan masalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah keabsahan jual beli tanah dengan Akta dibawah tangan di 
Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai ? 
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak dalam jual beli tanah dengan 
Akta dibawah tangan ? 
3. Faktor-faktor Apakah yang menyebabkan masyarakat melakukan jual beli dengan 





E. Tujuan dan Kegunaan  Penelitian 
Adapun tujuan penelitian penulis adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui keabsahan jual beli tanah dengan Akta dibawah tangan di 
Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. 
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam jual beli tanah 
dengan Aka dibawah tangan.  
3. Untuk Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan julal 
beli dengan akta di bawah tangan. 
Sedangkan terkait kegunaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan 
bermanfaat sebagai: 
1. Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dibidang ilmu hukum bagi para 
akademisi, mahasiswa dan dunia pendidikan pada umumnya, khususnya 
mahasiswa dibidang perdata dalam kaitannya dengan tinjauan hukum terhadap 
jual beli tanah.  
2. Dari hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 
serta pertimbangan dalam mengkaji Undang–Undang serta praktek penerapan 
Undang–Undang dan aturan lainnya dalm rangka penegakan hukum perdata 
khusunya mengenai jual beli tanah. 
Untuk memperoleh manfaat bagi penulis sendiri. Sebagai ilmu yang telah 












A. Tinjauan Umum Tentang Jual beli 
1. Pengertian Jual Beli Menurut KUHPerdata 
Perkataan jual beli dalam pengertian sehari-hari dapat diartikan suatu 
perbuatan di mana seseorang melepaskan uang untuk mendapatkan barang yang 
dikehendaki secara sukarela.  
Jadi, untuk mengetahui jual beli, kita lihat pasal 1457 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata yang menyebutkan : jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana 
pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak 
lain membayar harga yang telah dijanjikan.  
Jual beli yang dianut di dalam hokum perdata ini hanya bersifat obligator, 
yang artinya bahwa perjanjian perjanjian jual beli baru meletakkan hak dan kewajiban 
timbal balik antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli, yaitu meletakkan kepada 
penjual kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya, 
sekaligus memberikan kepadanya hak untuk menuntut pembayaran harga yang telah 
disetujui, dan disebelah lain meletakkan kewajiban kepada si pembeli untuk 
membayar harga barang sebagai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan hak 
milik atas barang yang dibelinya. Atau dengan kata lain, bahwa jual beli yang dianut 
dalam Hukum Perdata, jual beli belum memindahkan hak milik. 
1
 
                                                          
1
 Sudaryo Soimin, Status Hak dan Pembebasan Tanah, Edisi 1, (Cet.1, Jakarta : Sinar 





Tentang persetujuan jual beli pasal 1458 KUHPerdata, menyebutkan: jual beli 
itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang 
ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya. Meskipun kebendaan 
itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. 
Dan disini dapat diartikan pula, bahwa jual beli itu adalah persetujuan 
kehendak, antara penjual/pembeli mengenai suatu barang dan harga. Karena tanpa 
barang yang akan dijual dan tanpa harga yang dapat disetujui antara dua belah pihak, 
tidak mungkin ada jual beli, atau jual beli tidak pernah ada.
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2. Pengaertian Jual Beli Menurut Hukum Adat 
Menurut hukum adat, jual beli tanah adalah suatu perbuatan pemindahan hak 
atas tanah yang bersifat terang dan tunai. Terang berarti perbuatan pemindahan hak 
tersebut harus dilakukan dihadapan kepala adat, yang berperan sebagai pejabat yang 
menanggung keteraturan dan sahnya perbuatan pemindahan hak tersebut sehingga 
perbuatan tersebut diketahui oleh umum. Tunai maksudnya, bahwa perbuatan 
pemindahan hak dan pembayaran harganya dilakukan secara serentak. Oleh karena 
itu, maka tunai mungkin berarti harga tanah dibayar secara kontan, atau baru dibayar 
sebagian (tunai dianggap tunai). Dalam hal pembeli tidak membayar sisanya, maka 
penjual tidak dapat menuntut atas dasar hukum utang piutang. 
Dalam hukum adat, jual beli tanah dimasukkan dalam hukum benda, 
khususnya hukum benda tetap atau hukum tanah, tidak dalam hukum perikatan 
khususnya hukum perjanjian, hal ini karena: 
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1. Jual beli tanah menurut hukum adat bukan merupakan suatu perjanjian sehingga 
tidak mewajibkan para pihak untuk melaksanakan jual beli tersebut. 
2. Jual beli tanah menurut hukum adat tidak menimbulkan hak dan kewajiban, 
yang ada hanya pemindahan hak dan kewajiban atas tanah. Jadi, apabila 
pembeli baru membayar harga tanah sebagian dan tidak membayar sisanya 




3. Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Islam 
Perdagangan atau jual beli dalam bahasa arab sering disebut dengan kata al-
bai’, al-tijarah, atau al-mubadalah. Sebagaimana firman Allah SWT QS Fathir/35:29 
yakni berbunyi :  
…..            
 
Terjemahnya: 
...“Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan meruigi.”,4 
Secara bahasa, jual beli atau al-bai‟u berarti muqabalatu syai’im bi syai’im. 
Artinya menukar sesuatu dengan sesuatu.Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-
Majmu‟ Syarah Al-Muhadzddzab jual beli adalah tukar menukar harta dengan 
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harta secara kepemilikan.Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni menyebutkan 




Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli 
adalah:”menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, yaitu 
dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar 
saling merelakan”.  
Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai 
landasan yang kuat dalam syariat Islam. Dasar disyariatkan jual beli berdasarkan Al-
Qur‟an, Sunnah dan Ijma‟ yakni: 
1. Al-Qur‟an, di antaranya: 
…..                ..... 
Terjemahnya: 




                      …..  
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1. As-sunnah, di antaranya: 
Dari Hadist Riwayat Bajjar, Hakim menyahihkan dari Rifa‟ah Ibn 
Rafi‟: “Nabi SAW, ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. 
„seorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang 
mabrur”.Maksud mabrur dalam hadist di atas adalah jual beli yang terhindar 
dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.Adapun dari Hadits Riwayat 
Baihaqi dan Ibnu Majjah yang menyatakan: “jual beli harus dipastikan harus 
saling meridai”. 
2. Ijma‟ 
Ulama telah sepakat bahwa jual beli telah diperbolehkan dengan 
alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa 
bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau brang milik orang lain 
yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.
8
 
Selain itu di dalam islam disebutkan hokum jual beli yaitu: 
Secara asalnya, jual beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah atau 
dibolehkan. Sebagaimana ungkapan Al-Imam Asy-Syafi‟i rahimahullah: 
dasarnya hukum jual beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan 
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keridhaan dan kedua belah pihak. Kecuali apabila jual beli itu dilarang, oleh 




B. Tinjauan Umum Terhadap Syarat Sahnya Jual Beli Tanah 
 
1. Syarat Sah Jual Beli Tanah Menurut KUHPerdata Pasal 1320 
Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah di mana pihak 
harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai berikut: 
1) Sepakat yang mengikatkan diri 
Kedua subjek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat mengenai hal-hal 
yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Sepakat mengandung arti bahwa, apa 
yang dikehendaki pihak yang satu dikendaki juga dengan pihak lainnya.  
2) Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian. 
Cakap artinya bahwa orang-orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap 
menurut hukum. Seorang yang telah dewasa atau akil baliqh, sehat jasmani serta 
rohani dianggap cakap menurut hukum, sehingga dapat membuat suatu perjanjian. 
Orang-orang yang dianggap tidak cakap menurut hukum ditentukan dlam Pasal 
1330 KUHPerdata yaitu: 
a. Orang yang belum dewasa 
b. Orang yang sudah dewasa tetapi berada di bawah pengampuan 
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3) Suatu hal tertentu 
Suatu perjanjian harus secara jelas mengenai suatu hal atau obyek tertentu, artinya 
dalam membuat perjanjian obyek dari perjanjian harus disebutkan secara jelas, 
sehingga hak dan kewajiban para pihak bias ditetapkan. 
4) Suatu sebab yang halal 
Suatu perjanjian dianggap sah apabila tidak bertenangan dengan Undang-undang, 
Kesusilaan dan ketertiban umum.
10
 
2. Syarat Sahnya Jual Beli Tanah Menurut Hukum Adat 
Menurut Hukum Adat, jual beli tanah suatu perbuatan pemindahan hak atas 
tanah yang bersifat terang dan tunai.
11
 
Dalam Hukum Adat, jual beli tanah dimasukkan dalam hukum benda, 
khususnya hukum benda tetap atau hukum tanah, tidak dalam hukum perikatan 
khususnya hukum perjanjian, hal ini karena: 
a. Jual beli tanah menurut hukum adat bukan merupakan suatu perjanjian sehingga 
tidak mewajibkan para pihak untuk melaksanakan jual beli tersebut. 
b. Jual beli tanah menurut hukum adat tidak menimbulkan hak dan kewajiban, yang 
ada hanya pemindahan hak dan kewajiban atas tanah. Jadi, apabila pembeli baru 
membayar harga tanah sebagian dan tidak membayar sisanya maka penjual tidak 
dapat menuntut atas dasar terjadinya jual beli tanah tersebut. 
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Transaksi jual tanah dalam sistem hukum tanah mempunyai 3 muatan, yakni: 
a. Pemindahan hak atas tanah atas dasar pembayaran tunai sedemikian rupa dengan 
hak untuk mendapatkan tanahnya kembali setelah membayar sejumlah uang yang 
pernah di bayarnya. Antara lain, menggadai, menjual gade, adil sende, ngejual 
akad atau gade. 
b. Pemindahan hak atas tanah atas dasar pembayaran tunai tanpa hak untuk 
membeli kembali, jadi penjual lepas untuk selama-lamanya. Antara lain adol 
plas, runtemurun, memnjual jaja. 
c.  Pemindahan hak atas tanah atas dasar pembayaran dengan perjanjian bahwa 
setelah beberapa tahun panen dan tanpa tindakan hukumtertentu tanah akan 
kembali (menjual tahunan, adol oyodan). 
Dalam hukum adat tetang tanah dikenal 3 macam adol (jual), yaitu: 
a. Adol plas (jual lepas) 
Pada adol plas atau jual lepas, pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk 
selama-lamanya kepada pihak lain (pembeli) dengn pembayaran sejumlah 
uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan atas pemilik tanah 
dengan pihak lain (pembeli). 
b. Adol gadai (jual gadai)  
Pada adol gadai (jual gadai), pemilik tanah pertanian(pemberi gadai) 
menyerahkan tanahnya untuk digarap kepada pihak lain (pemegang gadai) 





uang gadai dan tanah dapat kembali kepada pemiliknya, apabila pemilik tanah 
menebus uang gadai. 
c. Adol tahunan (jual tahunan) 
Pada adol tahunan (jual tahunan), pemilik tanah pertanian menyrahkan 
tanahnya untuk digarap dalam beberapa kali masa panen kepada pihak lain 
(pembeli) dengan pembayaran sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas 
dasar kesepakatan atas pemilik tanah dengan pembeli. Setelah beberapa kali 
masa panen sesuai kesepakatan kedua belah pihak, tanaha pertanian 
diserahkan kembali kepada pemilik tanah. 
3. Syarat Sahnya Jual Beli Tanah Menurut Hukum Islam 
Syarat umum terdapat empat macam syarat yang berkaitan dengan jual beli, 
yaitu syarat terjadinya akad (in’iqad), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad 
(nafadz), dan syarat lujum. 
a. Syarat jual beli Menurut Mazhab Hanafiyah 
Syarat terjadinya akad (in’iqad) 
1. Berkaitan dengan ‘aqid (orang yang akad). ‘Aqid harus memenuhi persyaratan 
sabagai berikut : a). Berakal dan mumayyiz yang dalam hal ini harus cakap 
bertindak hukum. 
2. Syarat yang berkaitn dengan akad tersebut. Syaratnya yaitu harus sesuai 





3. Yang berkaitan dengan objek jual beli (Ma’qud ‘alaih), yaitu: a). Barangnya 
ada. b) Berupa mal mutaqawwin. c) Milik sendiri dan d) dapat 
diserahterimahkan ketika akad. 
b. Menurut Madzhab Maliki 
Fuqaha Malikiyah merumuskan syarat jual beli yang berkenan dengan ‘aqid 
(orang yang akad) , shighat, dan ma’qud ‘alaih (barang) sebagai berikut: 
Syarat ‘aqid yaitu penjual atau pembeli.  
Dalam hal ini terdapat empat syarat, ditambah satu bagi penjual, 1) Penjual 
dan pembeli harus mumayyiz, 2) keduanya merupakan pemilik barang atau yang 
dijadikan wakil. 3) Keduanya dalam keadaan sukarela. Jual beli berdasarkan paksaan 
adalah tidak sah. 4) penjual harus sadar dan dewasa. 
c. Syarat Jual Beli Menurut Madzhab Syafi’iyah 
Ulama syafi”iyah mensyaratkan jual beli sebagai berikut: 
Syarat yang berkaitan dengan ‘aqid: 1) Dewasa atau sadar. 2) tidak dipaksa 
atau tanpa hak. 3) Islam. 4) Pembeli bukan musuh. 
Syarat yang berkaitan dengan shighat:1) Berhadap-hadapan. 2) Ditujukan 
pada seluruh badan yang akad. 3) Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab. 
4) harus menyebutkan barang atau harga. 5) ketika mengucapkan shighat harus 
disertai niat (maksud). 6) pengucapan ijab dan qabul harus sempurna. 7) Ijab qabul 
tidak terpisah. 8) Antara ijab dan qabuk tidak terpisah dengan pernyataan lain. 9)  





tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad. 12) Tidak 
dikaitkan dengan waktu.  
d. Syarat Jual Beli Menurut Madzhab Hambali 
Ulama Hambali menetapkan persyaratan jual beli sebagai berikut: 
 Syarat yang berkaitan dengan ‘aqid, 1)  dewasa (baligh dan berakal). 2) ada 
keridhaan. 
Syarat yang terkait dengan shighat, 1) berada di tempat yang sama. 2) tidak 
terpisah antara ijab dan qabul. 3) tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak 
berhubungan dengan akad. 
Syarat berkaitan dengan Ma’qud ‘alaih, 1) harus berupa harta yang bernilai bagi 
syara‟. 2) milik penjual secara sempurna. 3) barang dapat diserahkan ketika akad. 4) 
barang diketahui oleh penjual dan pembeli. 5) harga diketahui oleh kedua belah pihak 
yang akad. 6) terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akan tidak sah. 
4. Syarat Sah Jual Beli Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997  
Pendaftaran hak atas tanah merupakan kewajiban dari pemerintah untuk 
memberikan kepastian hukum terutama bagi pemegang hak atas tanah di seluruh 
wilayah Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat yang terdapat dalam Undang-
Undang Pokok Agraria (UUPA), khususnya pasal 19 UUPA. Hal ini kemudian 
ditindaklanjuti dalam peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah Republik 





Jual beli tanah dan rumah berdasarkan ketentuan Pasal 37 Ayat (1) PP Nomor 
24 Tahun 1997, pada dasarnya harus dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta 
tanah. Hal ini dimaksudkan agar nantinya akta dari jual beli tersebut dapat digunakan 
sebagai dasar untuk pendaftaran perubahan hak.
12
 Pendaftaran tanah menurut Pasal 1 
Angka 1 PP No.24 Tahun 1997 adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 
Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur , meliputi 
pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik, 
dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah 
susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang 
sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang 
membebaninya.  
Tujuan pendaftaran Tanah (Pasal 33 PP No.24 Tahun 1997): 
a. Untuk memberikan kepastian hokum dan perlindungan hokum kepada 
pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak lain yang 
terdafyar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang 
hak yang bersangkutan. 
b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan 
termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang di 
perlukan dalam mengadakan perbuatan hokum mengenai bidang-bidang tanah 
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Fungsi pendaftaran tanah: 
Dalam rangka permohonan hak dan kewajiban pembebanan hak tanggungan, 
yaitu sebagai berikut: 
a. Sebagai syarat konstitutif lahirnya hak/lahirnya hak tanggungan 
b. Untuk keperluan pembuktian 
Dalam rangka jual beli tanah yaitu, 
a. Untuk memperkuat pembuktian 
b. Untuk memperluas pembuktian 
1. Syarat Sah Jual Beli Tanah Menurut BW 
Mengenai syarat sah jual beli tanah akan diuraikan secara jelas dan rinci sebagai 
berikut : 
a. Sepakat  
Ada Sarjana Hukum berpendapat bahwa sepakat (consensus) pada hakikatnya 
merupakan perjumpaan atau pertemuan antara dua kehendak yang sama, apa 
yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki pihak lainnya, dan 
kedua kehendak itu bertemu atau berjumpa pada satu titik simpul. Namun 
penulis memiliki pandangan berbeda dengan pandangan Sarjana Hukum 
tersebut dengan alasan bahwa suatu perjanjian atau transaksi, utamanya yang 
bersifat timbal-balik, kedua belah pihak justru memiliki kehendak yang 
berbeda. Misalnya, dalam perjanjian jual-beli pihak yang satu mengendaki 
barang sedangkan pihak lainnya menghendaki uang, sehingga dalam 
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Riduan Syahrani mengemukakan bahwa cakap (bekwaam) merupakan syarat 
umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus 
dewasa, sehat akal fikirannya, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan 
perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. 
Syarat cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah setiap orang yang 
sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa menurut Pasal 
330 ayat (1) BW bahwa “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai 
umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”. 
Artinya, setiap orang yang telah genap usianya 21 tahun, maka orang tersebut 
telah dewasa dan sekalipun usianya belum genap 21 tahun tetapi dia telah 
hakin maka orang tersebut telah dewasa. Kemudian ayat (2) menyatakan 
bahwa jika orang telah pada usia belum genap 21 tahun, maka orang tersebut 
otomatis menjadi dewasa, namun apabila perkawinannya bubar sebelum 
usianya genap 21 tahun, maka dia tetap dianggap dewasa, karena tekanan usia 
dewasa adalah “telah kawin”. Sekalipun dalam berbagai undang-undang 
menetapkan batas usia seseorang menjadi dewasa berbeda-beda seperti 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tantang Perkawinan membatasi usia 
dewasa laki-laki 19 tahun dan perempuan 18 tahun, namun yang dijadikan 
standar usia dewasa kaitannya dengan membuat perjanjian adalah genap usia 
21 tahun sebagaimana ditentukan dalam BW. 
Dengan demikian, orang-orang yang cakap membuat perjanjian pada dasarnya 
adalah semua orang sebagai subjek hukum. Dikecualikan sebagai orang yang 
cakap membuat perjanjian adalah  (a) anak-anak yang belum genap 21 tahun; 




c. Suatu Hal Tertentu (a certain subject matter) 
Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, syarat ini diperlukan untuk 
dapat menentukan kewajiban debitur jika terjadi perselisihan. Pasal 1333 ayat 
(1) BW menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai suatu 
pokok yang paling sedikit ditetapkan jenisnya. Ayat (2) menyatakan tidaklah 
menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak ditentukan atau dihitung. 
Maksud pasal 1333 BW tersebut adalah barang yang dijadikan objek 
perjanjian harus tertentu dan jelas atau setidak-tidaknya harus ditentukan 
jenisnya. Misalnya, perjanjian jual beli gula pasir dengan harga Rp. 6.000,- 
merupakan harga setiap Kg-nya. Sebaliknya objek perjanjian yang ditentukan 
atau dijelaskan kualitasnya, misalnya jagung merah hasil panen 2013 (jagung 
produksi baru) dianggap sebagai perjanjian sah. Karena walaupun jumlahnya 
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d. Suatu sebab yang halal 
Istilah kausa berasal dari bahasa latin yang arti leksikalnya adalah “sebab” 
yaitu sesuatu yang menyebabkan atau mendorong orang melakukan suatu 
perbuatan. Namun, kata sebab ini jika dikaitkan dengan kata “halal” 
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1320 BW, maka kata sebab di sini tidak 
diartikan sebagai sesuatu yang menyebabkan atau pendorong seseorang 
membuat perjanjian, melakukan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri 




e. Bentuk akta  
Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk 
dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya. 
Berdasarkan ketentuan pasal 1867 KUHPerdata suatu akta dibagi menjadi dua, antara 
lain: 
1. Akta di bawah tangan  
Akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau Notaris.Akta 
ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu 
akta di bawah tangan tidak disangkal oleh para pihak, maka berarti mereka mengakui 
dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan 
tersebut, sehingga sesuai pasal 1857 KUHPerdata akta di bawah tangan tersebut 
memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik. Perjanjian di 
bawah tangan terdiri dari: 
a. Akta di bawah tangan biasa 
b. Akta Waarmerken, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat dan 
ditandatangani oleh para pihak untuk kemudian didaftarkan pada Notaris, 
                                                          
17





karena hanya didaftarkan, maka notaris tidak bertanggungjawab terhadap 
materi/isi maupun tanda tangan para pihak dalam dokumen yang dibuat oleh 
para pihak. 
c. Akta Legalisasi, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat oleh para 
pihak namun penandatanganannya disaksikan oleh atau dihadapan Notaris, 
namun Notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi/ isi dokumen 
melainkan Notaris hanya bertanggungjawab terhadap tanda tangan para pihak 
yang bersangkutan dan tanggal ditandatanganinya dokumen tersebut.
18
 
2. Akta Resmi (Otentik) 
Akta otentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang 
memuat atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu 
keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu.Pejabat 
umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai 
pencatatan sipil dan sebagainya. Suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian 
yang sempurna bagi para pihak beserta seluruh ahli warisnya atau pihak lain yang 
mendapat hak dari para pihak. Sehingga apabila suatu pihak mengajukan suatu akta 
otentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam 
akta itu sungguh-sungguh terjadi, sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan 
penambahan pembuktian lagi. Suatu akta otentik harus memenuhi persyaratan-
persyaratan sebagai berikut: 
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a. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum; 
b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang; 
c. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai 
wewenang untuk membuat akta itu. 
19
 
2. Proses dan Prosedur Jual beli tanah 
Sebelum dilaksanakan jual beli, harus dilakukan: 
1. Pengecekan keaslian dan keabsahan sertifikat tanah pada kantor pertanahan 
yang berwenang. 
2. Para pihak harus melunasi pajak jual beli atas tanah dan bangunan tersebut. 
3. Penghitungan pajaknya adalah sebagai berikut: 
a. Pajak penjual (Pph) = NJOP/harga jual x 5% 
b. Pajak pembeli (BPHTB) = {NJOP/harga jual – nilai tidak kena pajak} x 
5% 
Pengurusan bukti atas kepemilikan hak atas tanah meliputi beberapa hal 
sebagai berikut ini: 
1. Pendaftaran tanah. 
2. Bagaimana melakukan pengurusan sertifikat. 
3. Pendaftaran tanah untuk tanah bekas hak milik adat. 
4. Pensertifikatan tanah adat (tanah ulayat).20 
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Adapun prosedur jual beli tanah adalah sebagai berikut: 
Setelah menjadi kesepakatan mengenai harga tanah, maka pembeli dan 
penjual datang ke kantor pejabat pembuat akta tanah (PPAT) untuk membuat akta 
jual beli tanah. Persyaratan akta jual beli bagi penjual: 
a. Sertifikat asli hak atas tanah yang akan di jual 
b. KTP  
c. Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (10 tahun trakhir) 
d. Surat persetujuan suami atau istri bagi yang sudah berkeluarga 
e. Kartu keluarga. 
Sedangkan persyaratan akta jual beli bagi calon pemebeli: 
a. KTP 
b. KK 
Proses pembuatan AJB di kantor PPAT adalah sebagai berikut: 
a. Sebelum membuat akta jual beli, PPAT melakukan pemeriksaan mengenai 
kaslian sertifikat ke kantor pertanahan. 
b. Pembuatan akta jual beli: Dihadiri oleh penjual dan calon pembeli atau orang 
yang diberi kuasa (secara tertulis), dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang 
saksi, PPAT membacakan akta dan menjelaskan isi dan maksud perbuatannya, 
bila isi akta telah disetujui oleh penjual dan calon pembeli, saksi-saksi dan PPAT. 
Akta dibuat dua lembar asli, satu lembar disimpan di kantor PPAT dan satu 
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lembar lainnya disampaikan ke kantor pertanahan untuk balik nama, kepada 
penjual dan pembeli masing-masing diberikan salinannya. 
Setelah pembuatan AJB, PPAT menyerahkan berkas AJB ke kantor 
pertanahan untuk balik nama, penyerahan dilaksanakan selambat-lambatnya tujuh 
hari kerja sejak ditandatanganinya akta tersebut dan berkas yang diserahkan: 
a. Surat permohonan balik nama yang ditandatangani oleh pembeli. 
b. Akta jual beli PPAT. 
c. Sertifikat hak atas tanah. 
d. KTP pembeli dan penjual. 
e. Bukti pelunasan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 
Adapun proses yang dilakukan di kantor pertanahan setelah PPAT 
menyerahkan semua berkas AJB yang telah sesuai dengan prosedur adalah sebagai 
berikut: 
a. Setelah berkas disampaikan, kantor pertanahan memberikan tanda bukti 
penerimaan permohonan balik nama kepada PPAT, selanjutnya PPAT 
menyerahkannya kepada pembeli. 
b. Nama pemegang hak lama (penjual) di dalam buku tanah dan sertifikat dicoret 






c. Nama pemegang hak yang baru atau pembeli ditulis pada halaman dan kolom 
yang ada pada buku tanah dan sertifikat dengan dibubuhi tanggal pencatatan 
dan ditandatangani oleh kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk. 
d. Dalam 14 (empat belas) hari pembeli sudah dapat mengambil sertifikat yang 
sudah atas nama pembeli di kantor pertanahan.
21
 
3. Subyek dan Objek Jual Beli Tanah  
Di dalam jual beli tanah dan rumah, yang menjadi objek adalah hak atas tanah 
dan rumah yang dijual dan bukan tanah atau rumahnya tetapi hak atas tanah dan 
rumah. UUPA menerangkan bahwa hak milik kecuali yang diberikan kepada 
transmigran dan tanah wakaf, hak guna usaha, hak guna bangunan, dapat diadakan 
peralihan hak dengan cara jual beli. 
Subjek hukum dari persetujuan jual beli adalah perorangan atau individu, 
yakni penjual dan pembeli. Sementara subjek hukum dari badan hukum dalam 
persetujuan jual beli tanah dan rumah tidak dapat melakukan hubungan persetujuan 




4. Sah dan Batalnya Jual Beli Tanah 
Jual beli dianggap sah apabila dipenuhinya syarat materiil dari jual beli 
tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan dari pasal 1320 Kitab Undang-Undang 
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Hukum Perdata dan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 123/K/Sip/1970, antara 
lain: 
a. Kecakapan dan kewenangan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum 
yang bersangkutan; 
b. Dipenuhinya syarat oleh pembeli untuk menjadi pemegang hak atas tanah 
yang dibeli; 
c. Persetujuan bersama untuk melaksanakan jual beli tersebut; 
d. Dipenuhinya syarat tunai, terang dan riil.23 
Proses jual beli dapat dinyatakan batal apabila pembeli benar-benar tidak 
mengetahui bahwa tanah yang dibeli adalah bukan milik si penjual, dengan demikian 
pembeli dapat memakai alasan untuk menuntut ganti rugi kepada penjual, hal ini 




C. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Jual Beli Tanah Dengan 
Akta di Bawah Tangan 
Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif 
dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diberikan oleh 
pemerintah sebelum terjadinya suatu pelanggaran yang dicantumkan dalam suatu 
                                                          
23
 Dyara Radhite Oryza Fea, Buku Pintar Mengurus Sertifikat Tanah dan Perizinannya, 
(Cet.1, Yogyakarta : Buku Pintar, 2016 ), h.202 
24
Dyara Radhite Oryza Fea, Buku Pintar Mengurus Sertifikat Tanah dan Perizinannya, 





peraturan perundang-undangan dengan memberikan rambu atau batasan dalam 
melakukan suatu perbuatan hukum.Berdasarkan pasal 1491 KUHPerdata seharusnya 
penjual dalam melakukan transaksi jual beli harus menjamin terlebih dahulu bahwa 
penguasaan terhadap objek tersebut aman tanpa ada gangguan dari pihak manapun, 
dan menjelaskan hal-hal penting terkait objek tersebut dari cacat-cacat tersembunyi, 
hal tersebut termasuk dalam perlindungan preventif. 
Selanjutnya perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang 
diberikan ketika terjadi suatu pelanggaran hukum.Bentuk perlindungannya berupa 
penegakan hukum yang meliputi pemberian sanksi, seperti denda, ganti rugi, penjara 




Adapun perlindungan hukum terhadap para pihak khususnya pembeli dalam 
perjanjian jual beli yang dilakukan di bawah tangan, perlindungan hukum yang 
diberikan dalam perjanjian pengikatan jual beli sangat kuat karena sifat pembuktian 
dari perjanjian pengikatan jul beli yang dibuat di hadapan pejabat umum dalam hal ini 
Notaris. Yaitu dengan cara menandatangani akta tersebut dihadapan Notaris atau 
pejabat yang ditunjuk untuk pengesahan tanda tangan(seperti Pejabat Konsuler, 
Kedutaan, Kepala Daerah mulai dari tingkat Bupati ke atas) dengan menjelaskan 
isinya terlebih dahulu kepada para pihak kemudian dilakukan penandatanganan 
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dihadapan Notaris atau pejabt umum yang berwenang memiliki pembuktian yang 
sangat kuat sesuai dengan pembuktian dari akta otentik. 
Perlindungan hukum yang diberikan oleh calon penjual, adalah berupa 
persyaratan yang biasanya dimintakan sendiri kepada calon pembeli itu sendiri. 
Misalnya ada beberapa calon penjual yang di dalam perjanjian pengikatan jual beli 
yang dibuatnya memintakan kepada pihak pembeli agar melakukan pembayaran uang 
pembeli dengan jangka waktu tertentu yang disertai dengan persyaratan batal. 
Misalnya apabila pembeli telah melunasi seluruh harga jual beli tanah dan bangunan 
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian pengikatan jual belitanah dan 
telah menandatangani Berita Acara Serah Terima bangunan di hadapan Pejabat 
Pembuat Akta Tanah yang ditunjuk oleh pihak penjual dalam hal ini calon penjual, 
maka akan dibuatka Akta Jual Beli. 
Perlindungan terhadap pembeli selain dilakukan dengan persyaratan harus 
diikuti dengan permintaan pemberian kuasa yang tidak dapat ditarik 
kembali.Maksudnya adalah apabila pihak penjual tidak memnuhinya maka pihak 
pembeli dapat menuntut dan meminta ganti rugi sesuai dengan kesepakatan yang 
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D. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Melakukan Jual Beli 
dengan Akta di Bawah Tangan 
Masalah jual beli memang belum bisa diatasi seluruhnya oleh aparat ataupun 
pemerintah, salah satunya ialah pendaftaran sertifikat tanah hingga akta jual beli yang 
dilakukan di awah tangan. Keberadaan akta jual beli di bawah tangan memang tidak 
dapat lagi dipungkiri, ada bamyak hal yang menyebabkan masyarakat memilih 
melakukan jual beli dengan akta di bawah tangan, salah satunya yaitu karena belum 
optimalnya pelaksanaan pendaftaran tanah karena adanya beberapa permasalahan, 
yakni sebagai berikut: 
1. Kurang lengkapnya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Produk 
(SP). SOP yang sudah terbit sampai saat ini yaitu manual pengukuran, sementara 
SP yang sudah ada, yaitu Standar produk Peta Dasar Pendaftaran dan Standar 
produk Gambar Ukur dan Surat Ukur. 
2. Sering munculnya berbagai kasus sertifikat ganda yang diakibatkan oleh belum 
dipetakannya bidang-bidang tanah terdaftar dalam peta pendaftaran. Selain itu, 
banyak kantor pertanahan tidak menggunakan peta pendaftaran dengan 
sebenarnya. 
3. Kurang tersedianya peta skala besar yang merupakan salah satu sarana penting 
dalam melaksanakan pendaftaran tanah yang menyebabkan bidang-bidang tanah 
terdaftar tidak bias dipetakan. Saat ini luas tanah nonhutan yang sudah dibuat peta 





kepentingan pajak bumi dan bangunan sudah terpetakan sekitar 30% dari luas 
nonhutan. 
4. Perturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengamanatkan bahwa pelaksanaan 
pendaftaran tanah harus sederhana, aman dan terjangkau. Namun hingga saat ini 
peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yaitu peraturan 
Menteri Negara Agraria/ Kepala BPM (PMNA/Ka.BPM) No.3 Tahun 1997 
belum mencerminkan sifat sederhana, karena prosedur yang ditempuh dalam 
proses pendaftaran Tanah sangat panjang dan makin mahal dengan terbitnya PP 
46/2002 tentang Tarif dan jenis pelayanan di bidang pertanahan.  
5. Kecilnya jumlah bidang tanah yang terdaftar. Hingga saat ini bidang tanah yang 
sudah terdaftar baru mencapai sekitar 30 persen dari seluruh bidang tanah. 
6. Banyaknya peraturan pertanahan lain yang bersifat komponen (unit kerja) yang 
kemudian menimbulkan pelaksanaan pendaftaran tanah yang rumit. Masing-
masing komponen menyususn peraturan, namun penyusunannya tidak 
terintegrasi, sehungga menyebabkan pelayanan menjadi lambat, mahal dan tidak 
transparan. 
7. Hingga saat ini belum ada kesatuan penafsiran mengenai definisi tanah adat dan 
tanah Negara. Perbedaan penafsiran ini mengakibatkan timbulnya masalah-
masalah di lapangan. 
Di sisi lain, beberapa hambatan, dalam pendaftaran tanah adalah adanya 
pemekaran Provinsi, Kabupaten, Kotamadya, Kecamatan, dan Desa atau 





Masalah yang dihadapi pada masa mendatang adalah (1) Masih adanya 
keengganan untuk membuka informasi karena kurangnya pemahaman aparat 
pemerintah atas prinsip good governance; (2) pelaksanaan pendaftaran tanah yang 
belum optial; (3) Rendahnya pemahaman, disiplin, dan konsistensi aparatur BPN 
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan 
permasalahan dan pembahasan penulis ini, maka penulis melakukan penelitian di 
wilayah Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, karena di Kecamatan Tellulimpoe 
masih sangat banyak permasalahan jual beli tanah, terutama jual beli dengan akta di 
bawah tangan itu sendiri. Pengumpulan data dan informasi akan dilakukan diberbagai 
tempat yang dianggap mempunyai data yang sesuai dengan objek yang akan diteliti, 
seperti di kantor Camat Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. Dengan alasan 
bahwa di Kantor Camat Kecamatan Tellulimpoe, adalah tempat pencatatan setiap jual 
beli tanah yang dilakukan oleh masyarakat karena Camat sebagai PPAT sementara. 
B. Pendekatan Penelitian 
Dalam rangka pendekatan pada obyek yang diteliti serta pokok permasalahan, 
maka spesifikasi pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan 
yuridis normatif. Penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris berarti 
penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Sedangkan 
penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif berarti mengkaji tentang 
perundang-undangan dengan teori-teori hukum mengenai “Tinjauan Hukum 
Terhadap Jual Beli Tanah di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai (Studi Kasus 





C. Sumber Data 
Sumber data yang dapat diperoleh dalam penelitian ini terdapat dua sumber 
data, yaitu: 
1. Sumber data primer 
Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari wawancara 
secara langsung dalam pihak terkait. Untuk memberikan keterangan-
keterangan yang dibutuhkan dengan judul penulis. 
2. Sumber data sekunder 
Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen serta 
peraturan perundang-undangan yang relevan dengan materi penulisan dan buku-
buku yang ada hubungannya dengan penelitin ini. 
D. Teknik pengumpulan data 
Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:  
1. Penelitian Puataka (Library Research) 
Penelitian pustaka dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi 
bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini. 
2. Penelitian Lapangan (Field Research) 





Yaitu suatu proses interaksi dan komunikasi
1
 bertanya langsung kepada 
beberapa pihak yang berkompeten atau responden untuk memberikan 
informasi atas pengamatan dan pengalaman dalam  menganalisis penerapan 
aturan hukum. 
b. Observasi 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian saat 
sesudah memesuki tahap pengumpulan data dilapangan adalah wawancara, dokumen, 
observasi dan media elektronik seperti Hp. Instrumen penelitian inilah yang akan 
mengali data dari sumber-sumber informasi 
F. Teknik Pengelola dan Analisis Data 
Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data 
sekunder dianalisa secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang yang dilakukan 
guna mencari kebenaran kualitatif yakni merupakan data yang tidak berbentuk 
angka
2
. Analisa kualitatif dilakukan dengan jalan memberikan penililaian apakah 
ketentuan perundang-undangan tentang jual beli tanah dapat dijadikan pedoman 
untuk acuan pelaksanaan dalam transaksi jual beli tanah di Kecamatan Tellulimpoe 
Kabupaten Sinjai, kemudian dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara 
menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya 
yang berkaitan erat dengan penyusunan ini.  
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G. Pengujian Keabsahan Data 
Dalam menguji data dan materi yang disajikan dipergunakan materi sebagai 
berikut : 
a) Deskriptif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan , mengutip, 
atau memperjelas bunyi peraturan perundang- undangan dan uraian umum 
b) Komperatif yaitu pada umumnya digunakan dalam bentuk membandingkan 
perbedaan pendapat terutama terhadap materi yang mungkin dapat 
menimbulkan ketidaksepahaman serta dapat menimbulkan kerancuan 
















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian 
1. Kabupaten Sinjai 
Tinjauan terdahap aspek fisik wilayah, dimaksudkan untuk mengetahui 
potensi dan kendala yang dihadapi Kabupaten Sinjai dalam mengembangkan 
wilayahnya dimasa mendatang. Beberapa aspek fisik yang menjadi kajian, meliputi: 
aspek fisik wilayah, kependudukan dan sumberdaya manusia, aspek perekonomian, 
potensi bencana alam, potensi sumberdaya alam, dan berbagai aspek lainnya. 
Kabupaten Sinjai memiliki 3 (tiga) dimensi wilayah, yakni wilayah 
laut/pantai, wilayah dataran rendah dan wilayah dataran tinggi. Secara morfologi, 
kondisi topografi wilayah Kabupaten Sinjai sangat bervariasi, yaitu dari area dataran 
hingga area yang bergunung. Sekitar 38,26 persen atau seluas 31.370 Ha merupakan 
kawasan dataran hingga landai dengan kemiringan 0 - 15 persen. Area perbukitan 
hingga bergunung dengan kemiringan di atas 40 persen, diperkirakan seluas 25.625 
Ha atau 31,25 persen. 
Wilayah Kabupaten Sinjai didominasi oleh bentuk wilayah perbukitan dan 
pegunungan. Meskipun demikian di wilayah ini tidak terdapat gunung berapi. Daerah 
pegunungan di Kabupaten Sinjai sebagian besar terletak di Kecamatan Sinjai Barat, 
Kecamaan Sinjai Tengah, Kecamatan Sinjai Borong dan Kecamatan Bulupoddo. 





menjadi terbatas. Dari 9 (sembilan) kecamatan yang ada di Kabupaten Sinjai, 
kecamatan yang memiliki wilayah datar yang cukup luas adalah Kecamatan Sinjai 
Timur, Kecamatan Sinjai Utara dan Kecamatan Pulau Sembilan. Dataran yang 
memiliki sumberdaya air yang cukup dimanfaatkan masyarakat sebagai areal 
persawahan. Ketinggian dari permukaan laut wilayah Kabupaten Sinjai, bervariasi 
dari 0 - 1.000 Meter Diatas permukaan Laut (MDPL).  
Penduduk merupakan salah satu unsur utama dalam pembentukan suatu 
wilayah, karakteristik penduduk merupakan faktor yang berpengaruh terhadap 
pengembangan atau pembangunan suatu wilayah dengan mempertimbangkan 
pertumbuhan penduduk, komposisi struktur kepedudukan serta adat-istiadat dan 
kebiasaan penduduk. 
a. Perkembangan Penduduk 
Perkembangan atau pertumbuhan penduduk merupakan indeks perbandingan 
jumlah penduduk pada suatu tahun terhadap jumlah penduduk pada tahun 
sebelumnya. Perkembangan jumlah penduduk dalam suatu wilayah 
dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan kematian (pertambahan alami), selain 
itu juga dipengaruhi adanya faktor migrasi penduduk yaitu perpindahan keluar 
dan masuk. Pada dasarnya tingkat pertumbuhan jumlah penduduk, dapat 
digunakan untuk mengasumsikan prediksi/perkiraan jumlah penduduk dimasa 







b. Estimasi Perkembangan Penduduk 
Prediksi jumlah penduduk dimasa yang akan datang dilakukan melalui suatu 
metode pendekatan matematis dengan pertimbangan pertumbuhan jumlah 
penduduk 5 (lima) tahun terakhir. Data kecenderungan perkembangan 
penduduk kabupaten Sinjai, kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dengan 
tingkat perkembangan rata-rata 0,8% pertahun, maka dapat diestimasikan 
jumlah penduduk hingga akhir tahun perencanaan, yaitu Tahun 2031.  
c. Distribusi dan Kepadatan Penduduk 
     Distribusi penduduk terkait dengan jumlah penduduk yang mendiami suatu 
wilayah atau pengelompokan jumlah penduduk yang didasarkan pada batasan 
administrasi wilayah yang bersangkutan. Jumlah penduduk yang terdistribusi 
pada suatu wilayah, akan mempengaruhi tingkat konsentrasi pelayanan sarana 
dan prasarana yang dibutuhkan untuk melayani kebutuhan penduduk pada 
wilayah tersebut. Jumlah penduduk Kabupaten Sinjai pada akhir tahun 2010 
sebanyak 228.936 jiwa yang terditribusi pada 9 (sembilan) kecamatan, dengan 
tingkat persebaran yang tidak merata pada setiap kecamatan. Distribusi 
jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Sinjai Utara dengan 
jumlah sebanyak 43.503 jiwa atau sekitar 17,96%, kemudian disusul oleh 
Kecamatan Sinjai Selatan sebanyak 37.036 jiwa atau sekitar 16,10% dari 
jumlah penduduk kabupaten, sedangkan distribusi penduduk terkecil adalah 
Kecamatan Pulau Sembilan, dengan jumlah penduduk sebanyak 7.404 jiwa 





2. Kecamatan Tellulimpoe 
Kecamatan Tellulimpoe adalah salah satu dari 9 kecamatan yang ada di 
Kabupaten Sinjai yang terletak dibagian selatan yang mempunyai luas wilayah 
±14.730 ha. Tellulimpoe sendiri mempunyai arti satu jahitan dibagian selatan dan 
timur, rasa kekeluargaan masyrakatnya terjalin dengan erat yang akhirnya menjadi 
sebuah kecamatan yang saat ini bernama Kcamatan Tellulimpoe. Hasil pemekaran 
dari Kecamatan Sinjai Selatan dengan Kecamatan Sinjai Timur adalah 10 desa dan 1 
kelurahan, yaitu Desa Pattongko, Bua, Era Baru, Sukamaju, Tellulimpoe, Lembang 
Lohe, Saotengah, Massaile, Samaturue,Kalobba, dan Kelurahan Mannanti. Adapun 
posisi letak Tellulimpoe sebagai berikut: Sebelah selatan berbatasan dengan 
Kabupaten Bulukumba, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Teluk Bone, 
sebelah Barat berbatasan dengan Sinjai Selatan, dan sebelah Utara berbatasan dengan 
Sinjai Timur. Kecamatan Tellulimpoe berada dalam wilayah daerah pegunungan dan 
pesisir dengan jumlah penduduk 39.017 jiwa. Adapun rician jumlah penduduk setiap 













Jumlah penduduk Kecamatan Tellulimpoe bulan oktober 2016 
No Desa/ Kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah 
1 Mannanti 2304 2049 4353 
2 Kalobba 2149 2052 4201 
3 Massaile 1589 1582 3171 
4 Saotengah 1720 1815 3535 
5 Samaturue 1355 1370 2725 
6 Tellulimpoe 2042 2318 4360 
7 Sukamaju 1698 1692 3390 
8 Lembang Lohe 1474 1428 2902 
9 Era baru 1390 1948 3338 
10 Bua 1749 1790 3539 
11 Pattongko 1694 1809 3503 
Jumlah 19.164 19.853 39.017 
Sumber data : Kantor Camat Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai Tahun 2016. 
B. Keabsahan Jual Beli Tanah dengan Akta di Bawah Tangan 
Keabsahan jual beli tanah jika ditinjau dari Undang-Undang ataupun 
Peraturan Pemerintah, jual beli tanah yang dianggap sah yaitu jual beli tanah 
dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta tanah atau jual beli dengan akta otentik 
yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Hal tersebut sesuai dengan PP No.24 
tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 37 angka 1 menyebutkan bahwa 
peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, 
tukar menukar, hibah pemasukan dalam perusahann dan perbuatan hukum 
pemindahan hak lainnya. Kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat 
didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang 
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1
 Oleh Karena itu, 
seharusnya masyarakat melakukan jual beli dengan akta otentik atau akta yang 
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disahkan oleh pejabat yang berwenang agar jual beli yang dilaksanakan sah demi 
hukum. 
Berdasarkan hasil penelitian penulis di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten 
Sinjai bahwa, masyarakatnya termasuk masyarakat yang masih menggunakan aturan 
hukum adat yang berlaku. Hal ini bisa dilihat dari cara hidup masyarakatnya yang 
masih melakukan praktek jual beli tanah dengan akta di bawah tangan. Syarat sahnya 
jual beli hak atas tanah menurut hukum adat adalah terpenuhinya tiga unsur yaitu 
terang, tunai dan riil.  
Meskipun adanya penerapan perlindungan hukum bagi korban kasus-kasus 
pertanahan, tetapi tidak bisa dipungkiri masih sangat banyak terjadi di Indonesia 
kasus-kasus pertanahan semacamnya,sampai dengan bulan september 2013 jumlah 
kasus pertanahan mencapai 4.223 kasus yang terdiri dari sisa kasus tahun 2012 
sebanyak 1.888 kasus dan kasus baru sebanyak 2.335 kasus. Jumlah kasus yang telah 
selesai mencapai 2.014 kasus atau 47% yang tersebar 33 Propinsi seluruh Indonesia 
dari jumlah transaksi jual beli nasional yang memiliki jumlah tertinggi pada tahun 
2013 yaitu 1.109.104 ribu transaksi jual beli, dan terakhir pada tahun 2016 
transaksijual beli nasional masih berada di grafik terendah yaitu kurang 250 ribu 
transaksi,. 
Bapak Abdul Rahman juga menegaskan bahwa hanya ± 30% dari keseluruhan 
masyarakat kecamatan Tellulimpoe yang menggunakan akta jual beli dalam proses 
jual beli tanah, hal ini membuktikan bahwa masyarakat Kecamatan Tellulimpoe 





dan pentingnya menggunakan akta jual beli yang dibuat di hadapan pejabat 
berwenang saat melakukan transaksi jual beli tanah, meskipun telah dilakukan 
sosialisasi oleh pemerintah secara rutin, baik melalui pertemuan yang diadakan 









Transaksi jual beli dengan 
akta di bawah tangan 
 
Transaksi jual beli 




1.  2011 4 - 4 
2.  2012 8 3 11 
3.  2013 - - - 
4.  2014 28 7 35 
5.  2015 31 6 37 
6.  2016 5 4 9 
Sumber data : Kantor Camat Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai Tahun 2016. 
Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah transaksi jual beli tanah dengan akta di 
bawah tangan masih begitu banyak dibandingkan transaksi jual beli dengan akta 
otentik, hal tersebut menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat akan 
pentingnya akta jual beli otentik dan sertifikat tanah. 
  Berdasarkan hasil penelitian penulis, masyarakat Kecamatan Tellulimpoe  
banyak melakukan jual beli tanah dengan akta di bawah tangan  dan selama 
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masyarakat melakukan proses tersebut kondisinya aman-aman saja dan tidak ada 
sengketa sampai pada saat ini. Karena pada umumnya proses jual beli yang terjadi di 
kecamatan ini ketika kesepakatan terjadi antara penjual dan pembeli, selanjutnya 
dilaksanakan proses jual beli disaksikan oleh kepala desa. Sehingga hal ini dilakukan 
untuk menguatkan bahwa telah terjadi peralihan tanah yang dijual. 
  Bapak Abdul Rahman selaku camat menegaskan bahwa meskipun jika ada 
masalah hanya masalah yang bisa diatasi, misalnya penjual tidak memberi tahukan 
terlebih dahulu kepada pembeli bahwa tanah yang ingin diperjualbelikan bukan tanah 
yang memiliki sertifikat dan masalah lain seperti terjadi wanprestasi atau ingkar janji, 
dimana pembeli tidak menunaikan kewajibannya membayar atau memberikan uang 
kepada pihak penjual. Namun, masalah seperti ini terus diupayakan agar tidak sampai 
ke pengadilan atau hanya diselesaikan dengan nonlitigasi yaitu dengan jalan mediasi 
dengan cara memanggil kedua pihak yaitu pembeli dan penjual/pemilik tanah yang 
bersertifikat ke hadapan kepala desa untuk menyelesaikan masalah tersebut.
3
 
  Dalam perjanjian, tidak melihat perjanjian semata-mata tetapi dilihat pula 
perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya, yaitu olehnya dibagi dalam tiga 
tahap yaitu: 
1) Tahap adanya penawaran dan penerimaan. 
2) Tahap adanya persesuaian pernyataan kehendak antara pihak. 
3) Tahap pelaksanaan perjanjian. 
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  Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu 
menyanggupi akan menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak 
lainnya menyanggupi akan membayar sejumlah uang sebagai harganya. Untuk 
terjadinya perjanjian ini cukup apabila kedua belah pihak sudah mencapai persetujuan 
tentang barang dan harganya. Pihak penjual mempunyai dua (2) kewajiban pokok 
yaitu pertama menyerahkan barangnya serta menjamin pihak pembeli memiliki 
barang itu tanpa ada gangguan dari pihak lain dan kedua tanggung jawab terhadap 
cacat-cacat yang tersembunyi. Sedangkan pihak pembeli wajib membayar harga pada 
waktu dan tempat yang ditentukan. 
  Menurut Bapak Abdul Rahman selaku Camat Kecamatan Tellulimpoe 
Kabupaten Sinjai dan selaku PPAT sementara menanggapi masalah jual beli tanah 
dengan akta di bawah tangan. Menurutnya belum/tidak sah, karena sesuai peraturan 




  Sahnya jual beli ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat materiil bagi jual 
beli: 
1) Syarat-syarat umum bagi sahnya suatu perbuatan hukum (Pasal 1320 
KUHPerdata). 
2) Pembeli memenuhi syarat bagi pemegang hak atas tanahnya. 
3) Tidak dilanggar ketentuan Landreform. 
                                                          
4
Abdul Rahman (50 Tahun), Camat Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, wawancara, 





4) Dilakukan secara tunai, terang, dan nyata. 
Jual beli dilakukan dihadapan kepala Desa adalah sah menurut hukum, bilamana 
dipenuhi syarat-syarat materiilnya yang disebutkan diatas. Jual beli yang dilakukan di 
hadapan Kepala Desa memenuhi syarat terang, artinya tidak dilakukan secara 
sembunyi-sembunyi. Tetapi kantor pertanahan akan menolak untu mendaftarnya. 
  Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan wawancara dengan Bapak Abdul 
Rahman, beliau mengatakan, bahwa sahnya jual beli tanah tanpa melibatkan Pejabat 
Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah sah, tapi perbuatan hukum tersebut tidak dapat 
didaftarkan pada kantor Badan Pertanahan Naional untuk melakukan perubahan data 
kepemilikan atau balik nama.
5
 
  Tetapi apabila ada masyarakat yang ingin mendapatkan sertifikat tanah atas 
namanya atau dengan membalik nama pembeli pada Kantor  Badan Pertanahan 
Nasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 
1997 tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan bahwa peralihan  hak atas tanah melalui 
jual beli, tukar menukar, hibah dan perbatan hukum pemindahan hak lain kecuali 
lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat 
Pembuat Akta Tanah yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan. 
  Jual beli hak atas tanah sah secara hukum dengan dibuatnya akta jual beli 
yang merupakan pembuktian bahwa telah terjadi jual beli hak atas tanah yaitu 
pembeli telah jadi pemilik. Pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli di 
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Kantor Badan Pertanahan Nasional bukanlah merupakan syarat sahnya jual beli yang 
telah dilakukan tetapi hanya untuk memperkuat pembuktian terhadap pihak ketiga. 
Pelaksanaan pembuatan akta jual beli di hadapan pejabat pembuat akta tanah harus 
dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau 
oleh orang yang dikuasakan dengan surat kuasa tertulis sesuai dengan peraturan yang 
berlaku. Pembuatan akta jual beli juga harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua 
(2) orang saksi yang memenuhi syarat.
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  Jual beli hak atas tanah yang dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta tanah 
atau dilakukan menurut hukum adat , maka berkaitan dengan pendaftaran tanah 
menurut UUPA yaitu pada Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 
1997 telah ditegaskan bahwa setiap peralihan hak atas tanah karena jual beli harus 
dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah. Jadi untuk 
melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah pada Kantor Badan Pertanahan  
Nasional diperlukan suatu alat bukti bahwa telah dilakukan perbuatan hukum jual beli 
yang menurut Pasal 37 ayat 1 bahwa alat bukti harus berupa akta yang dibuat oleh 
dan dihadapan pejabat pembuat akta tanah. 
  Untuk dapat memenuhi ketentuan tersebut maka cara yang dapat dilakukan 
pemohon (pembeli) untuk dapat melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah 
karena jual beli adalah dengan terlebih dahulu melakukan pengulangan transaksi jual 
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beli di hadapan pejabat pembuat akta tanah untuk mendapatkan akta jual beli yang 
merupakan salah satu persyaratan pendaftaran peralihan hak atas tanah.  
  Selain melakukan pengulangan transaksi jual beli di hadapan pejabat pembuat 
akta tanah, masyarakat Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai untuk dapat 
mendaftarkan peralihan hak atas tanahnya di kantor Badan Pertanahan Nasional 
Kabupaten Sinjai adalah dengan meminta putusan pengadilan yang menyatakan 
bahwa jual beli menurut hukum adat yang pernah terjadi adalah sah menurut hukum 
dan pemohon (pembeli) adalah pemilik sah dari tanah yang bersangkutan. Dengan 
adanya putusan pengadilan tersebut dapat dijadikan dasar untuk digunakan sebagai 
salah satu persyaratan pendaftaran peralihan hak atas tanah di kantor Badan 
Pertanahan Nasional Kabupaten Sinjai. 
C. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Jual Beli Tanah Dengan Akta 
Dibawah Tangan 
  Konflik pertanahan menjadi isu nasional karena jumlahnya yang tinggi dan 
banyaknya kendala dalam penyelesainnya. Konflik pertanahan yang rumit dan tak 
kunjung mereda dewasa ini disebabkan kelemahan regulasi dan adanya kesalahan 
penerapan hukum pertanahan sehingga dalam pelaksanaannya kepentingan pemegang 
hak atas tanah tidak terlindungi dengan pasti.
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 Perlindungan hukum bagi seluruh 
masyarakat merupakan sesuatu yang urgent.
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  Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kecamatan Tellulimpoe 
ditemukan bahwa pemerintah memang sangat mengedepankan perlindungan hukum 
terhadap masyarakatnya, hal tersebut sesuai dengan wawancara bersama Camat 
Tellulimpoe Bapak Abdul Rahman yang mengatakan bahwa perlindungan hukum 
sangatlah penting. Terkait dengan jual beli tanah dengan akta di bawah tangan yang 
dilakukan masyarakat tidak menutup kemungkinan tidak adanya masalah yang terjadi 
dan masalah yang ditimbulkan oleh hal tersebut, misalnya wanprestasi.
9
 Wanprestasi 
atau ingkar janji pun dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian dan tanpa kesalahan. 
Hal ini tentunya sangat bertolak belakang jika dibandingkan dengan firman Allah 
dalam Surah An-Nahl ayat 91-92 yang berbunyi : 
                      
                   
                      
                
 
Terjemahnya: 
”dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu 
membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah 
menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya 
Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. 
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dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang 
sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah 
(perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan 
yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya 
menguji kamu dengan hal itu. dan Sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya 
kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.”10 
 
 
  Adapun Asbabun Nuzul dari ayat tersebut ialah: 
Kaum muslimin yang jumlahnya masih sedikit itu telah Mengadakan perjanjian 
yang kuat dengan Nabi di waktu mereka melihat orang-orang Quraisy berjumlah 
banyak dan berpengalaman cukup, lalu timbullah keinginan mereka untuk 
membatalkan Perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW itu. Maka perbuatan 
yang demikian itu dilarang oleh Allah SWT.  
 
  Dilihat dari ayat di atas dan Asbabun Nuzulnya, Wanprestasi atau ingkar janji  
memang sangat dilarang, dan perintah Allah tentang Larangan hal tersebut sudah 
sangat bertentangan dengan kehidupan masyarakat sekarang, di mana sangat mudah 
berjanji dan mudah pula mengingkarinya, sungguh suatu perbuatan yang keji dan di 
benci oleh Allah SWT dan Rasul-Nya 
  Adapun Wanprestasi atau ingkar janji atau atau tidak memenuhi perikatan ada 
empat macam yaitu: 
1. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk melakukan perikatan 
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana apa yang 
dijanjikan 
3. Melakukan apa yang dijanjikan namun terlambat 
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4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya11 
  Akibat ingkar janji/Wanprestasi dalam perjanjian pengikatan jual beli yang 
tentunya membawa kerugian bagi para pihak itu sendiri. Oleh karena itu perlu adanya 
perlindungan hukum bagi para pihak untuk dapat memberikan kepastian hukum dan 
menjaga pemenuhan kepentingan serta hak-hak masing-masing pihak. Perlindungan 
hukum terhadap pemenuhan hak-hak para pihak apabila salah satu pihak melakukan 
wanprestasi atau ingkar janji dalam perjanjian pengikatan jual beli sangat tergantung 
kepada kekuatan dari perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat, yaitu jika dibuat 
dengan akta di bawah tangan maka perlindungannya sesuai perlindungan terhadap 
Akta di bawah tangan. Sedangkan apabila dibuat oleh atau dihadapan Notaris  maka 
dengan sendirinya aktanya menjadi akta Notaril sehingga kekuatan perlindungannya 
sesuai dengan perlindungan terhadap Akta Otentik. 
  Dalam menangani masalah seperti wanprestasi tersebut dapat pula dilakukam 
perlindungan hukum secara preventif maupun represif. Adapun upaya perlindungan 
yang dapat dilakukan oleh masing-masing pihak antara lain: 
a) Perlindungan terhadap Pihak Penjual 
Perlindungan yang dapat dilakukan kepada calon penjual ialah memintakan 
kepada pihak pembeli agar melakukan pembayaran harga atas obyek 
perjanjian dengan jangka waktu tertentu yang disertai dengan syarat batal, 
apabila pihak pembeli tidak memenuhi pembayaran sebagaimana telah 
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dimintakan dan disepakati maka perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah 
yang telah dibuat dan disepakati menjadi batal dan pihak penjual tidak 
berkewajiban untuk mengembalikan pembayaran yang telah dibayarkan 
kecuali pihak pembeli meminta pengecualian. 
b) Perlindungan bagi pihak pembeli 
Perlindungan yang dapat dilakukan pihak pembeli dalam pelaksanaan 
perjanjian pengikatan jual beli ialah terlebih dahulu memeriksa keberadaan 
bukti kepemilikan hak atas tanah/bangunan yang menjadi obyek perjanjian. 
pihak pembeli pun dapat meminta kepada penjual dapat menjamin bahwa 
objek perjanjian bebas dari tuntutan, gugatan maupun sitaan  maka tanggung 
jawab berada di pihak penjual. Selain itu pihak pembeli juga meminta kepada 
pihak penjual adanya pemberian kuasa yang tidak dapat ditarik kembali 
apabila semua persyaratan telah terpenuhi untuk melakukan jual beli, maka 
pihak pembeli dapat melakukan pemindahan hak walaupun pihak penjual 
tidak hadir dalam penandatanganan akta jual belinya.
12
 
  Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Camat Tellulimpoe Bapak 
Abdul Rahman bahwa selain perlindungan hukum yang disebutkan diatas, 
perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak yang melakukan jual beli 
dengan akta di bawah tangan yaitu sebagai berikut: 
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1. Kedua belah pihak terutama penjual mengakui adanya perjanjian jual beli 
yang dilaksanakan, dalam hal ini yang paling penting mengakui adalah pihak 
penjual. Jika kedua belah pihak telah mengakui maka perjanjian akta di bawah 
tangan yang telah dilakukan dianggap sempurna dan kekuatan hukumdari akta 
di bawah tangan tersebuut akan sama dengan akta otentik. 
2. Apabila salah satu pihak menyangkali bahwa tidak pernah terjadi jual beli 
maka kembali ke Peraturan Pemerintah yang berlaku sepanjang tidak ada 
bukti lain yang membuktikan.
13
 
D. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Melakukan Jual Beli dengan 
Akta di Bawah Tangan 
Masalah jual beli tanah memang takkan pernah ada habisnya, dari sekian 
banyak permasalahan yang terjadi di masyarakat masalah akta di bawah tangan 
terbilang sebagai masalah yang cukup rumit, hal tersebut selain dikarenakan 
kurangnya perhatian pemerintah ataupun aparat terkait masalah tersebut, juga karena 
kesadaran dari pribadi masyarakat itu sendiri. Kurangnya pendidikan masyarakat atau 
minimnya pengetahuan mengenai hal tersebut memang menjadi kendala besar dalam 
mengurangi transaksi jual beli dengan akta di bawah tangan, selain hal tersebut masih 
banyak faktor lain yang menyebabkan masyarakat melakukan jual beli tanah dengan 
akta di bawah tangan. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Kecamatan Tellulimpoe 
Kabupaten Sinjai Bapak Abdul Rahman menegaskan bahwa masyarakat memilih 
melakukan cara jual beli tanah dengan akta di bawah tangan tersebut karena tidak 
memerlukan banyak biaya atau lebih murah dibandingkan dengan jual beli yang 
dilakukan di depan PPAT , prosesnya yang terbilang mudah, cepat selesai dan 
praktis, yaitu cukup dilakukan di hadapan kepala desa dan saksi-saksi maka proses 
jual beli tanah yang terjadi sudah sah. Sebenarnya Camat telah menganjurkan pada 
masyarakat agar melakukan jual beli tanah ke PPAT namun masyarakat masih tetap 
memilih jual beli dengan akta di bawah tangan. 
Adapun faktor penyebab sering dilakukannya jual beli tanah di bawah tangan 
atau tidak sekaligus dilakukan di hadapan PPAT di Kecamatan Tellulimpoe Kabupten 
Sinjai, antara lain: 
a. Masyarakat kurang paham atau bahkan ketidaktahuan dari si pelaku transaksi baik 
penjual maupun pembeli tanah mengenai ketentuan hukum yang berlaku. 
b. Mula pertama atas dasar hanya karena saling percaya antara penjual dan pembeli 
dan ketidaktahuan atas hak-hak dan kewajiban selaku penjual dan pembeli tanah 
c.  Tanah yang menjadi obyek jual beli belum bersertifikat , misalnya masih letter C 
dan belum di konversi.  
d. Belum mempunyai biaya untuk peralihan haknya atau bahkan juga belum 
mempunyai dana untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh) maupun Bea 





e. Jenis tanahnya masih masih merupakan tanah pertanian (sawah/tegal), sedangkan 
yang dibeli hanya sebagian sehingga harus dimohon perubahan status tanah 
tersebut lebih dahulu menjadi tanah perumahan/pekarangan. 
f. Jenis tanahnya masih tanah pertanian, sedangkan pembeli bertempat tinggal di 
luar wilayah kecamatan letak tanah yang menjadi obyek jual beli atau bahkan di 
luar kabupaten atau provinsi, sehingga masih menunggu proses perpindahan 
penduduk bagi pembeli agar tidak melanggar ketentuan mengenai absente, atau 
hal demikian ditempuh jalan dimohon/diproses permohonan perubahan jenis 
tanah menjadi tanah perumahan lebih dahulu. 
g. Guna memudahkan proses peralihan haknya dikarenakan pemilik tanah sudah 
meninggal dunia, sedangkan ahli warisnya berjumlah cukup banyak. Sebagian 




E. Analisis Penulis  
  Berdasarkan hasil penelitian dan analisis hasil wawancara dengan narasumber 
di lokasi penelitian, secara garis besar penulis berpendapat bahwa keabsahan jual beli 
tanah di bawah tangan tetap  dianggap sah, hal tersebut bisa dilihat dari syarat jual 
beli tanah menurut hukum adat dan hukum islam, dimana jual beli akan tetap 
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dianggap sah meskipun dilakukan secara lisan. Tapi bukan sah seperti itu yang 
dimaksudkan.  
  Jika diperhatikan secara mendalam,  hanya Peraturan Pemerintah sajalah yang 
mewajibkan jual beli dengan akta otentik atau jual beli dianggap sah jika dilakukan di 
hadapan PPAT atau di sahkan oleh pejabat yang berwenang. Peraturan Pemerintah 
Tersebut yaitu PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mana dalam 
Pasal 6 ayat (2) menjelaskan bahwa dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala 
Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk 
melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15
 Di samping itu, keabsahan jual beli 
tanah dengan akta di bawah tangan akan tetap dianggap sah sepanjang kedua belah 
pihak mengakui akta di bawah tangan yang telah di tanda tangani, maka jaminan 
hukumnya sama dan dianggap sebagai perjanjian yang sempurna. 
  Sejauh ini, yang membedakan akta otentik dengan akta di bawah tangan 
hanyalah dari prosedur pembuatan akta tersebut. Jika akta otentik dibuat oleh kedua 
belah pihak lalu disahkan atau ditanda tangani oleh PPAT atau dibuat di hadapan 
pejabat yang berwenang. Bedanya dengan akta di bawah tangan, yaitu dibuat oleh 
kedua belah pihak tetapi tidak disahkan atau ditanda tangani oleh PPAT. 
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KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di kantor camat 
Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai dengan judul “Tinjauan Hukum 
Terhadap Jual Beli Tanah di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai”, dapat 
disimpulkan bahwa : 
 
1.  Jual beli tanah dengan akta di bawah tangan tidak sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, 
yang mengharuskan jual beli di buat dengan akta otentik, bukan di bawah 
tangan. 
2. Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam melakukan jual beli 
dengan akta di bawah tangan yaitu:  
a. Kedua belah pihak terutama penjual mengakui adanya perjanjian jual 
beli yang dilaksanakan, dalam hal ini yang paling penting mengakui 
adalah pihak penjual. Jika kedua belah pihak telah mengakui maka 
perjanjian akta di bawah tangan yang telah dilakukan dianggap 
sempurna dan kekuatan hukum dari akta di bawah tangan tersebuut 
akan sama dengan akta otentik. 
b. Apabila salah satu pihak menyangkali bahwa tidak pernah terjadi jual 
beli maka kembali ke Peraturan Pemerintah yang berlaku sepanjang 
tidak ada bukti lain yang membuktikan 
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3. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan jual beli dengan 
akta di bawah tangan yaitu: 
a. Masyarakat kurang paham atau bahkan ketidaktahuan dari si pelaku 
transaksi baik penjual maupun pembeli tanah mengenai ketentuan 
hukum yang berlaku. 
b. Mula pertama atas dasar hanya karena saling percaya antara penjual 
dan pembeli dan ketidaktahuan atas hak-hak dan kewajiban selaku 
penjual dan pembeli tanah 
c. Tanah yang menjadi obyek jual beli belum bersertifikat , misalnya 
masih letter C dan belum di konversi.  
d. Belum mempunyai biaya untuk peralihan haknya atau bahkan juga 
belum mempunyai dana untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh) 
maupun Bea Perolehan  Tanah dan Bangunan (BPHTB). 
e. Jenis tanahnya masih masih merupakan tanah pertanian (sawah/tegal), 
sedangkan yang dibeli hanya sebagian sehingga harus dimohon 
perubahan status tanah tersebut lebih dahulu menjadi tanah 
perumahan/pekarangan. 
f. Jenis tanahnya masih tanah pertanian, sedangkan pembeli bertempat 
tinggal di luar wilayah kecamatan letak tanah yang menjadi obyek jual 
beli atau bahkan di luar kabupaten atau provinsi, sehingga masih 
menunggu proses perpindahan penduduk bagi pembeli agar tidak 
melanggar ketentuan mengenai absente, atau hal demikian ditempuh 
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jalan dimohon/diproses permohonan perubahan jenis tanah menjadi 
tanah perumahan lebih dahulu. 
g. Guna memudahkan proses peralihan haknya dikarenakan pemilik 
tanah sudah meninggal dunia, sedangkan ahli warisnya berjumlah 
cukup banyak. Sebagian besar dari mereka sudah berusia lanjut dan 
bertempat tinggal jauh dari lokasi tanah yang dijual. 
B. Implikasi  
  Agar bisa dicegah banyaknya praktek jual beli tanah dengan akta di 
bawah tangan, maka dibutuhkan upaya: 
1. Diharapkan kesadaran dari masyarakat untuk tidak melakukan jual beli 
tanah dengan akta di bawah tangan, tetapi melakukan jual beli dengan akta 
otentik. 
2. Bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah, jika sudah 
memiliki biaya segera mendaftarkan tanahnya untuk memperoleh 
sertifikat. Di mana sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan tanah yang 
sah. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
Tentang Pendaftaran Tanah. 
3. Penyuluhan-penyuluhan secara intensif dari pemerintah kepada 
masyarakat akan cara-cara mendaftarakan  tanah dan pentingnya 
pendaftaran tanah. 
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